BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR ¢ TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,Keuangan daerah  dibidang Pemungutan
Retribusi Daerah Khususnya terhadap Izin Trayek;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
01 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek telah
ditetapkan dan diundangkan, maka perlu ditetapkan
peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lamandau tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor O01
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Lembaran Negara Nomor 4318) ’

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan



10.

11.

12.

13.

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5S038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Intensif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang
Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I
Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008
Nomor 27 seri E, Tambahan Lembaran daerah
kabupaten Lamandau Nomor 27);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03
Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi,
Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2004 Nomor 02 Seri D) sebagaimana
telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Bupati adalah Bupati Lamandau

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya

disingkat DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Lamandau.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lamandau.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Negara
atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis,
Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnya.

7. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut
peraturan  perundang-undangan = diwajibkan untuk  melakukan
pembayaran retribusi.
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II. | Izin Trayek Tidak Tetap (Izin Operasi)
a. Taksi 200.000,00
b. Angkutan Sewa 250.000,00
c Angkutan Pariwisata 300.000,00
d. Angkutan Lingkungan 200.000,00
e. Kartu Pengawasan (1 tahun sekali) 100.000,00
III. | Izin Imnsidentil / Penyimpangan Trayek
(sekali jalan pulang pergi) :
a. Mobil Penumpang kapasitas s/d 8 100.000,00
orang
b. Mobil Bus terdiri dari : 150.000,00
. Kapasitas 9 s/d 15 orang 200.000,00
o Kapasitas 15 s/d 25 orang 250.000,00
o Kapasitas 15 s/d 25 orang

Pasal 5

Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif retribusi
dilaksanakan setiap 3(Tiga) tahun sekali.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 6

Tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Wajib retribusi membayar retribusi sesuai dengan struktur dan besaran
tarif yang ditentukan setelah wajib retribusi mendapat pelayanan pengujian
kendaraan bermotor dan mendapat validasi bukti Lulus uji;

2. Wajib retribusi diberi bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran;

3. Bentuk detail Surat Tanda Setoran yang dimaksud pada ayat (2),
sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini;

4. Tempat pembayaran adalah Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
melalui petugas yang telah ditunjuk.

Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 4, untuk pengoperasian,
pemeliharaan dan ketertiban Izin Trayek dilakukan oleh pejabat pada bidang
yang sesuai tugasnya, sedangkan pemungutan dan pelayanan Izin Trayek
dilaksanakan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
penamanan Modal.

Pasal 8

Hasil pengelolaan dan pemungutan retribusi Izin Trayek dimaksud Pasal 6,
disetorkan oleh petugas penerima dan pemungut retribusi Izin Trayek kepada
Pemegang Kas/Bendahara Penerima Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal dalam waktu 1 X 24 jam dengan menyertakan bukti Surat
Keterangan Retribusi Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan maksud pasal 8, maka Pemegang Kas/Bendahara
Penerima Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal


















